
 

 

Abstrak 

Ihsan Maulana Ibrahim: “Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar 

Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung tahun 1992: Studi Pandangan Ekonomi Nahdlatul 

Ulama Terkait Praktik Ekonomi Orde Baru” 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ekonomi Nahdlatul Ulama (NU) 

terhadap praktik ekonomi Orde Baru melalui Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan 

Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di Bandar Lampung pada 

tahun 1992. Forum tersebut menjadi momentum penting bagi NU dalam merumuskan sikap 

organisasi terhadap kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru.  

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi tahapan heuristik, kritik 

sumber, interpretasi, dan historiografi. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka dengan 

memanfaatkan sumber primer berupa Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan 

Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 1992, Buku Panduan Munas dan Konbes Nahdlatul 

Ulama 1992, serta dokumen resmi PBNU, yang didukung oleh berbagai literatur mengenai 

sejarah NU, kebijakan ekonomi Orde Baru, dan perkembangan pemikiran ekonomi Islam. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul 

Ulama tahun 1992 tidak hanya berfungsi sebagai forum konsolidasi organisasi pasca kembali 

ke Khittah 1926, tetapi juga menjadi wadah bagi NU dalam merespons dinamika pembangunan 

ekonomi nasional. NU menilai bahwa kebijakan ekonomi Orde Baru berhasil mendorong 

pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi, deregulasi, dan pembangunan infrastruktur, 

namun belum sepenuhnya mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.  

Pandangan tersebut tercermin dalam pembahasan mengenai perbankan Islam, asuransi 

menurut tinjauan hukum Islam, serta sumbangan pemikiran NU terhadap Pembangunan Jangka 

Panjang Tahap Kedua (PJPT II). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan ekonomi NU 

merupakan bentuk respons kritis-konstruktif terhadap praktik ekonomi Orde Baru dengan 

menekankan prinsip keadilan sosial, pemerataan pembangunan, pemberdayaan ekonomi 

rakyat, dan kemaslahatan umat sebagai landasan pembangunan nasional. 

 


